PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menimbang :

Mengingat

_(,;J

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG
RETRIBUSI IZIN OPTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

bahwa sejalan dengan Undang - Undang Nomor 34 tahun 2000
tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap
pelayanan atau pemberian Izin Optik, perlu dipungut retribusi yang
merupakan retribusi jasa perizinan tertentu ;

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 1992 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3685),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik iIndonesia Nomor 4048) ;



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
pembentukan Peraturan Perundang — Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Updang~Undang M| Namar 8@ Tahun 2004 tentang Pemerniahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4139),

9. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tata Cara
Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/IX/1999
tentang Wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri 130 — 67 Tahun 2002 tentang
pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/IX/2002
tentang pedoman penyelenggaraan Optik ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
dah
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TENTANG RETRIBUSI IZIN OPTIK



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Pemerintanan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu ;

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;

. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang

retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk tetap serta
badan usaha lainnya,

Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
pemerintahan daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan

. lzin Optik adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang

pribadi atau badan untuk menyelenggarakan Optik ;

Retibusi izin Optik selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran
atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk
menyelenggarakan Optik; ‘

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut.
Peraturan Perundangan — undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi;

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan

batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memenfaatkan izin Optik ;

11.Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan
kecamatan koreksi dan / atau lensa kontak ;

12.Laboratorium optik adalah tempat yang Khusus melakukan

pembuatan lensa koreksi dan / atau pemasangan lensa pada bingkai
kacamata, sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep ;

13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD

adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang;



